BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA
OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN DANA
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN

TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PARAF KOORDINAS|

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN /- |

|

Ka. \C ".vx'(‘ E.:

KABAG HUKUM

i

BUPATI NATUNA,

bahwa dana kapitasi dalam penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional yang diterima fasilitas kesehatan
tingkat pertama milik Pemerintah Daerah, perlu diatur
pemanfaatannya agar sesuai dengan kebutuhan fasilitas
pemberi layanan Kesehatan;

bahwa Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan, Pemanfaatan Serta
Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sudah tidak
sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penggunaan Jasa Pelayanan
Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan
Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten  Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 125);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas
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Menetapkan

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan
Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan
Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN JASA
PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN  BIAYA
OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DALAM
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Natuna.

4. Dinas Kesehatan adalah perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
kesehatan.

5. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh
pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada
pasien dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan,
konsultasi, visit, tindakan, rehabilitasi medik dan/atau
pelayanan lainnya.

6. Obat adalah bahan atau panduan bahan-bahan yang
siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki
sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka
penetapan  diagnosis, pencegahan, penyembuhan,
pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.

7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat
JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang
bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang
telah membayar luran jaminan kesehatan.

9, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya
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10.

11.

12.

13.

bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi,
promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan
dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin,
dan/atau implan yang tidak mengandung Obat yang
digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,
menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat
orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia
dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi
tubuh.

Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan
yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah
Peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan
jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan.

Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang
selanjutnya disingkat Kepala FKTP adalah kepala Pusat
Kesehatan Masyarakat yang melakukan pelayanan
kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik
untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan,
pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan
pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan
promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Pasal 2

Pengaturan penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya operasional pada
FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola
pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

(1)
(2)
(3)
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BAB II
PEMANFAATAN DANA KAPITASI

Pasal 3
Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, yang berasal dari Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan
seluruhnya untuk:
a. pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
b. dukungan biaya operasional Pelayanan Kesehatan.
Besaran pendapatan Dana Kapitasi yang di terima setiap
FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
Tarif Kapitasi dengan jumlah Peserta yang terdaftar di
FKTP dan kelengkapan sumber daya manusia kesehatan.
Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diuraikan ke dalam program, kegiatan,
subkegiatan, belanja sesuai klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a







(2)

untuk tiap FKTP ditetapkan serendah rendahnya 60%
(enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan
biaya operasional Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar
selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar
alokasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan ayat (5) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan

Bupati atas usulan kepala Dinas Kesehatan dengan

mempertimbangkan:

a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah
Daerah;

b. kegiatan operasional Pelayanan Kesehatan dalam
rangka mencapai target kinerja di bidang Pelayanan
Kesehatan; dan

c. kebutuhan Obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis
habis pakai.

Dalam rencana pemanfaatan untuk pembayaran Jasa

Pelayanan kesehatan yang bersumber dari Dana Kapitasi

dihitung berdasarkan proyeksi pendapatan kapitasi

dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Besaran proyeksi pendapatan kapitasi dalam 1 (satu)

tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

dihitung sebagai berikut: (proyeksi pendapatan kapitasi

dalam 1 tahun) x (persentase alokasi Jasa Pelayanan
yang ditetapkan Bupati) = jasa kapitasi.

Pasal 4
Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 digunakan untuk masa 1 (satu) tahun
anggaran.
Dalam hal terdapat sisa Dana Kapitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB III

PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

(1)

(2)
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Pasal 5

Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
dimanfaatkan untuk pembayaran Jasa Pelayanan
kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga
nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
Tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. calon PNS;

b. PNS;

c. PPPK;

d. Peserta program intersip;
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e. Peserta program penugasan Kkhusus termasuk
nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;,

f. tenaga medis dan tenaga kesehatan penugasan
khusus Daerah; dan

g. pegawai non apartur sipil negara yang dipekerjakan
oleh Bupati dan/atau kepala Dinas Kesehatan
selaku pemberi kerja dalam hal pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
tidak memadai.

Pembagian Jasa Pelayanan kesehatan kepada tenaga

kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan  dengan
mempertimbangkan variabel:

a. ketenagaan dan/atau jabatan; dan

b. kehadiran.

Pasal 6

Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:

a. jenis ketenagaan,

b. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung
jawab atau koordinator
program/upaya/pelayanan/klaster; dan

c. masa kerja.

Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai

berikut:

a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);

b. tenaga medis Peserta program intersip, diberi nilai
75 (tujuh puluh lima);

c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners),
tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);

d. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai

80 (delapan puluhj;

tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluhj;

asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima

puluh);

g. tenaga nonkesehatan paling rendah S1/D4, diberi
nilai 60 (enam puluh);

h. tenaga nonkesehatan D3, diberi nilai 50 (lima
puluh);

i. tenaga nonkesehatan di bawah D3, diberi nilai 25
(dua puluh lima); dan

i)

j. Peserta program penugasan Kkhusus termasuk

nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% (lima
puluh persen) dari nilai sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, sesuai
dengan jenis ketenagaannya.
Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis
pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui
oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
Variabel rangkap tugas  jabatan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada
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tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

ketentuan penilaian sebagai berikut:

a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang
merangkap tugas sebagai Kepala FKTP;

b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang
merangkap tugas sebagai bendahara, kepala tata
usaha, penanggung jawab penatausahaan keuangan
dan pelaksana teknis kegiatan; dan

c. Tambahan nilai 10 (sepuluh), untuk tenaga yang
merangkap tugas sebagai pembantu
bendahara/bendahara pembantu, staf pelaksana
teknis kegiatan, staf penatausahaan keuangan dan
penggelola JKN.

Variabel rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau
koordinator  program/upaya/pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan
penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap
jenis program/upaya/pelayanan/klaster.

Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2
(duay;

b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun,
diberi tambahan nilai 5 (lima);

c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas)
tahun diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);

d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua
puluh) tahun diberi tambahan nilai 15 (lima belas);

e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua
puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua
puluh); dan

f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi
tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

Pasal 7
Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) huruf b dengan ketentuan penilaian sebagaimana
berikut:
a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari,
dan
b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang
diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam
satu bulan, dikurangi 1 (satu).
Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan
kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3
(tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 8
Dinas Kesehatan atas nama Pemerintah Daerah wajib
menghitung Jasa Pelayanan yang diterima oleh masing-
masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan
dengan menggunakan formula penghitungan Jasa
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Pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan variabel
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
Kepala Dinas Kesehatan yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang aparatur sipil
negara.

Formula penghitungan Jasa Pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Jasa Pelayanan diberikan setiap bulan sesuai dengan
pembayaran kapitasi yang setiap bulan diterima oleh FKTP.

BAB IV

DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Dukungan Biaya Operasional Dana Kapitasi

(1)

(2)
&
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Pasal 10

Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan

biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dimanfaatkan untuk:

a. biaya Obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis
pakai; dan

b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

meliputi:

a. belanja barang operasional, terdiri atas:

1. belanja untuk pelayanan kesehatan dalam
gedung;

2. belanja untuk pelayanan kesehatan luar
gedung;

3. Dbelanja operasional dan pemeliharaan
kendaraan dinas, Puskesmas keliling dan
ambulans;

4. bahan cetak, fotokopi, penggandaan, dan/atau
alat tulis kantor;

5. administrasi, koordinasi program, dan sistem
informasi;

6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia
kesehatan; dan/atau

7. pemeliharaan sarana, prasaran dan Alat
Kesehatan;

b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan

lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
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mengatur tentang Standar Satuan Harga pada
Pemerintah Daerah atau katalog elektronik.

Pasal 11
Dukungan biaya Dbelanja operasional pelayanan
kesehatan atas belanja untuk pelayanan kesehatan
dalam gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) huruf a angka 1 diperuntukan bagi semua pasien
yang mendapatkan pelayanan kesehatan di FKTP
termasuk pasien JKN.
Pelayanan kesehatan dalam gedung sebagaimana
dimaksud ayat (1) mencakup upaya promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif.
Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belanja
pelayanan kesehatan dalam gedung juga dipergunakan
untuk konsumsi kegiatan
penyuluhan/sosialisasi/pertemuan pembahasan mutu
pelayanan, biaya transportasi bagi Peserta dan
narasumber pertemuan, uang harian bagi narasumber,
kosumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur
dan/atau uang makan) dan penyediaan fasilitas untuk
pelayanan telekonsultasi di FKTP.

Pasal 12
Dukungan Dbiaya belanja operasional pelayanan
kesehatan atas belanja untuk pelayanan kesehatan luar
gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf a, angka 2 mencakup pelayanan kesehatan yang
bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta
kunjungan rumah.
Belanja pelayanan kesehatan luar gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelayanan
oprasional FKTP, baik yang bersifat pelayanan kesehatan
maupun kegiatan promotif dan preventif dalam bentuk
penyuluhan maupun sosialisasi di luar gedung.
Dalam penangganan pandemi alokasi pemanfaatan untuk
belanja pelayanan kesehatan luar gedung juga mencakup
belanja untuk kegiatan tracing, skrining mobile, biaya
pengiriman sampel dan belanja lain untuk dukungan
pelayanan kesehatan pada masa pandemi.
Belanja pelayanan kesehatan luar gedung dipergunakan
untuk biaya transportasi, uang harian petugas dalam
kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi,
uang transportasi dan honor narasumber pada kegiatan
penyuluhan/sosialisasi dan biaya pengiriman sampel.

Pasal 13
Dukungan biaya belanja operasional dan pemeliharaan
kendaraan Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, angka 3 untuk
operasional dan pemeliharaan Puskesmas keliling laut
maupun darat, ambulans dan kendaraan roda dua
maupun roda empat.
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(2) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dipergunakan untuk membeli suku cadang
kendaraan operasional Puskesmas keliling.

Pasal 14

Dukungan biaya belanja operasional atas belanja bahan
cetak, fotokopi, penggandaan, dan/atau alat tulis kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a,
angka 4 meliputi kegiatan yang mencakup kebutuhan akan
bahan cetak, penggandaan, fotokopi dan alat tulis kantor yang
diperlukan oleh FKTP dalam memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 15
(1) Dukungan biaya operasional atas belanja administrasi,
koordinasi program, dan sistem informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, angka 5

meliputi kegiatan administrasi, koordinasi
program/upaya/pelayanan, dan penyediaan sistem
informasi.

(2) Belanja administrasi, koordinasi program, dan sistem
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan untuk menunjang biaya oprasional
Puskesmas, kegiatan yang bersifat administrasi, kegiatan
pelaksanaan program/upaya/ pelayanan di dalam
maupun di luar gedung serta pelaksanaan sistem
informasi pelayanan kesehatan dan sisitem informasi
pengelolaan keuangan Puskesmas/ Dana Kapitasi.

(3) Belanja administrasi, koordinasi program, dan sistem
informasi dipergunakan untuk biaya transportasi, uang
harian, biaya pengambilan Obat dan/atau vaksin,
kosumsi, materai, pengadaan hardware dan/atau
software sistem informasi (personal
computer/komputer/laptop), printer, langganan internet,
proyektor liquid crystal display dan lain-lain.

Pasal 16

(1) Dukungan biaya operasional atas peningkatan kapasitas
sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, angka 6 meliputi belanja
dalam rangka meningkatkan kapasitas/pengembangan
mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya
manusia kesehatan.

(2) Belanja peningkatan kapasitas sumber daya manusia
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa
berupa pelaksanaan pelatihan oleh FKTP maupun
mengikuti pelatihan/kursus di tempat lain dalam rangka
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang
berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan manajemen
FKTP.

(3) Belanja peningkatan kapasitas sumber daya manusia

kesehatan dipergunakan untuk biaya transportasi uang

harian, biaya penginapan, kosumsi, biaya pelatihan,
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Pasal 17

Dukungan biaya operasional atas pemeliharaan sarana
dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) huruf a, angka 7 meliputi belanja pemeliharaan
sarana prasarana dan Alat Kesehatan dalam rangka
memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan
bermutu.

Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pembelian suku cadang/alat-alat untuk sarana,
prasarana dan Alat Kesehatan atau untuk membiayai
jasa pemeliharaan.

Bagian Kedua

Pengadaan Operasional Pelayanan Kesehatan

(1)

(2)
(3)
(4)
(5
(1)
(2)
(3)
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Pasal 18
Pengadaan Obat, Alat Kesehatan, bahan medis habis
pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan
dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
lainnya dilakukan oleh FKTP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengadaan Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan di FKTP, dan
diperbolehkan untuk penyediaan awal Obat pelayanan
program rujuk balik di FKTP, dengan memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh
pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
berpedoman pada formularium nasional.
Dalam hal Obat dan bahan medis habis pakai yang
dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat
menggunakan Obat lain termasuk Obat tradisional, Obat
herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas,
dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 19

Pengadaan Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan di
FKTP, dan diperbolehkan untuk penyediaan awal Obat
pelayanan program rujuk balik di FKTP, dengan
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang
mengatur tentang pelayanan program rujuk balik.
Besaran alokasi pengadaaan Obat disesuai dengan
kebutuhan yang ada di FKTP.

Harga satuan dalam proses perencanaan dan belanja
Obat-obatan tersebut mengacu kepada harga Obat secara
katalog elektronik atau sumber informasi lainnya.
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Pasal 20
Penggadaan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi belanja Alat Kesehatan
untuk pelayanan kesehatan, Alat Kesehatan penunjang
medis termasuk alat laboratorium di FKTP.
Pemanfaatan untuk belanja Alat Kesehatan direncanakan
secara detil untuk menentukan Alat Kesehatan sesuai
dengan kebutuhan.
Harga satuan dalam proses perencanaan dan belanja Alat
Kesehatan tersebut mengacu kepada harga secara
katalog elektronik atau sumber informasi lainnya.
Penggadaan Alat Kesehatan dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 21
Penggadaan bahan medis habis pakai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi belanja bahan
medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan
pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP.
Harga satuan dalam proses perencanaan dan belanja
Alat Kesehatan tersebut mengacu kepada harga secara
katalog elektronik atau sumber informasi lainnya.
Penggadaan Alat Kesehatan dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 22
Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa oleh FKTP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
dilakukan secara elektronik menggunakan sistem
informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara
elektronik (katalog elektronik) dan toko daring (e-
commerce), serta sistem pendukung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dalam hal infrastruktur pendukung untuk pengadaan
secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum tersedia di lokasi FKTP, pengadaan barang/jasa
oleh FKTP dilakukan secara manual/non elektronik.
Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Kepala FKTP atau staf FKTP yang
ditunjuk oleh Kepala FKTP yang diutamakan telah
memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.
Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan FKTP:
a. belum tercantum dalam katalog elektronik atau toko
daring; atau
b. barang/jasa telah tercantum dalam katalog
elektronik atau toko daring tetapi penyedia tidak
mampu melayani pemesanan barang/jasa karena
keterbatasan jangkauan layanan penyedia
barang/jasa.
FKTP dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa
secara manual/non-elektronik atau tidak melalui e-
purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(6) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara
manual/non-elektronik atau tidak melalui e-purchasing
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), FKTP
terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala unit kerja
yang melaksanakan urusan pengadaan barang/jasa yang
di buktikan dengan surat resmi dari unit kerja
pengadaan barang/jasa yang bersangkutan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati
ini dilakukan oleh Kepala FKTP dan kepala Dinas Kesehatan
secara berjenjang dan secara fungsional oleh aparatur
pengawas instansi Pemerintah Daerah.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 24

(1) Dalam rangka pemanfaatan Dana Kapitasi JKN, Kepala
FKTP melaporkan penerimaan dan pemanfaatan Dana
Kapitasi setiap bulan kepada Dinas Kesehatan.

(2) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan pemanfaatan Dana
Kapitasi setiap 3 (tiga) bulan/triwulan secara berjenjang
kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan melalui sistem informasi yang terintegrasi
dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan, Pemanfaatan Serta Pertanggungjawaban Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2019 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal § Descniy 2pz5

p2 ' BUPATI NATUNA

M(f

N SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal Y V(Qew&ggr L0Z-S

RSROL 7>\SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, “'11

BERITA DA 5‘ RAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 4 A
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG PENGGUNAAN JASA PELAYANAN
KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA
OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
DALAM PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH DAERAH

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA

A. Pemanfatan Dana Kapitasi untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan
Alokasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan untuk tiap
FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari
penerimaan Dana Kapitasi JKN.
Besaran pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dana kapitasi
sebagai berikut:

(pendapatan kapitasi) x (persentase alokasi jasa pelayanan yang
ditetapkan oleh Bupati) = jasa kapitasi

Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan
Kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan
bagi tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan
pelayanan pada FKTP baik pelayanan langsung maupun pelayanan tidak
langsung.

Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan kepada tenaga Kesehatan
dan tenaga nonkesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variable
jenis ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran sesuai ketentuan yang
berlaku.

Dalam rencana pemanfaatan untuk pembayaran Jasa Pelayanan
Kesehatan yang bersumber dari dana kapitasi dihitung berdasarkan
proyeksi pendapatan kapitasi dalam 1 tahun anggaran, sehingga untuk
perhitungan rencana pemanfaatan pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan
yang bersumber dari kapitasi dalam satu tahun dihitung sebagai berikut:

(proyeksi pendapatan kapitasi dalam 1 tahun) x (persentase alokasi
jasa pelayanan yang ditetapkan oleh Bupati) = jasa kapitasi

Perhitungan Jasa Pelayanan Kesehatan yang diterima oleh
masing-masing tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan berdasarkan
ketentuan variable ketenagaan dan/jabatan dan kehadiran sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati ini. Dengan demikian, jumlah Jasa
Pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga Kesehatan dan tenaga
nonkesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
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B. Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Dukungan Biaya Operasional Pelayanan
Kesehatan

1. Belanja Barang Operasional

a.

Belanja Obat
Alokasi belanja Obat dalam Rencana Kerja Anggaran dan /atau
Dokumen Pelaksaan dan Anggaran tidak perlu dirinci/didetailkan
item obatnya, selanjutnya ketika akan belanja dirinci jenis dan
jumlah Obat.

. Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

Belanja bahan medis habis pakai BMHP dalam Rencana Kerja
Anggaran dan atau Dokumen Pelaksaan dan Anggaran tidak perlu
dirinci/didetailkan itemnya, selanjutnya ketika akan belanja dirinci
jenis dan jumlah bahan medis habis pakai.

PARAF KOORDINAS]
SEKRETARIS DAERAH §
ASISTEN v
Ka. )1'
KABAG HUKUN '




.
.
.




" WNNNH 9VaY)
N ‘e

_mT NaLsisy |

HYY3VO SRIVLIUNIS
VNIQHOOM 4ViVd

TVLOL HVIAOC

=AM O(~ 000

(s1)

(1)

(e1) (zr)

(ri)

{o1] (6] (8]

(Z)

=
N

(9] {s] () [ (]

ISVLIdVH
NVNVAVTHEd
VSV VININENEJ

IVMVDEd
NIOd
TVLOL

Lsa gL

1Z15

c.mmnﬂzcvm u weydey .
BRUESNRIRUY] |, reyepuag Sewsasng ey
‘rd/nl eredsy

uejer8sy] ‘pIooy /VAVANId

sedn, dexGuey /wereqep

VOVNEL
NIOd

vraay
(NNHVL) | o IVMVYDEd
VSYIN i % | MIAvH VOVNAL SINGIP VT

NIOd
VSV [ NvaiavHas

o
z

%09 HYJEVA VIVdE3 NVSNLNIEN IVNSES NVNVAVTEd VSV ISYIOTY

ody: ISV.LIdVY “TY.LOL

wenqred emil 1ad - 0 1 [SVLIAVY NVVSAL
DNVAO ¢ IVMYDEd HYTNAL
DNVAO Y VINASHd HYINAL

NCLYVIAVINS SYNSEISNd

isepdey] eue( Lep Jaqunsisg Suel ueuelejad esep uedunjyiad ISe[NUIS Yojuo)) D



